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INTISARI

Untuk kepenuan pengumpulan dan pengolahan data fisik pada
<egiatan pendaftaran tanah sebagai tujuan untuk menjamin kepastian
lukum atas subyek dan obyek bidang tanah, dilakukan kegiatan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Konsekuensi dari masyarakat
/ang mengajukan permohonan pendaftaran tanah, yaitu harus mengikuti
segala prosedur dari kantor pertanahan setempat termasuk wajib
nembayar biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Adanya
Derubahan ketentuan dari Kep.MNA/Ka.BPN No.15/1993 menjadi
DP No.46/2002 Pasal 4, diperhitungkan biaya pengukuran dan pemetaan
nenjadi naik, dan akan mempengaruhi permohonan pensertipikatan tanah
<±iususnya permohonan pekerjaan pengukuran di tiap-tiap kantor
Dertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah
Dermohonan pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah berlakunya PP
No.46/2002 pada daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
jeskriptif komparasi dengan pendekatan kuantitatif, yaitu untuk
nemaparkan perbandingan jumlah permohonan pekerjaan pengukuran
sebelum dan sesudah berlakunya PP No.46/2002 di daerah Kota
Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian
ini disebut penelitian populasi karena datanya dapat diamati dan berupa
data sekunder, yaitu jumlah permohonan pekerjaan pengukuran yang
dibukukan dalam DI.302 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten
Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul. Teknik pengumpulan datanya
dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Datanya berupa
jumlah permohonan pekerjaan pengukuran pada pendaftaran tanah untuk
pertama kali secara sporadik atas prakarsa perseorangan. Teknik analisis
yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif komparasi.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian, bahwa
terdapat penurunan jumlah permohonan pekerjaan pengukuran sebelum
dan sesudah diberlakukannya PP No.46/2002, dengan urutan penurunan
terbesar terlihat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul
sebesar 41,82%, selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebesar
19,73%, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang
penurunannya sebesar 11,72%.
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BAB I

PENDAHULUAN

.atar Belakang

Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

>eraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria)

nenginstruksikan bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas bidang

anah, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

ndonesia. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

entang Pendaftaran Tanah merupakan tindak lanjut dari undang-undang

:ersebut, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah

Momor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan

pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: a)

pengumpulan dan pengolahan data fisik; b) pembuktian hak dan

pembukuannya; c) penerbitan sertipikat; d) penyajian data fisik dan data

yuridis; e) penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pelaksanaan

pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan secara sistematik

dan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi



agian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran tanah

ecara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

lengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah

itau bagian wilayah suatu desa/kolurahan secara individual atau massal.

)alam artian bahwa pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas

jrakarsa dan biaya dan yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak

itas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan, baik secara

)erseorangan maupun kelompok/massal.

Konsekuensi dari masyarakat yang mengajukan permohonan

pendaftaran tanah untuk mendapat kepastian hukum atas bidang

anahnya, yaitu harus mengikuti segala prosedur dari kantor pertanahan

setempat termasuk salah satunya wajib membayar biaya pengukuran dan

Demetaan bidang tanah. Pada haKekatnya, biaya tersebut yang

dikeluarkan oleh masyarakat digunakan sebagai biaya kegiatan lapangan,

biaya pengolahan data, biaya pengelolaan data, dan pemasukan kas

negara.

Penentuan biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah diatur

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman

Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan

Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-Pekerjaan Lain



jnah, kondisi lokasi, serta kondisi daerah setempat. Keputusan tersebut,

emudian mengalami perubahan, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan

•emeritah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Jegara Bukan Pajak termasuk di dalamnya ketentuan biaya pengukuran

Ian pemetaan bidang tanah.

Berdasarkan rumus perhitungan yang ditetapkan dalam Pasal 4

'eraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, biaya pelayanan

)engukuran dan pemetaan bidang tanah diperhitungkan mengalami

venaikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Adanya kenaikan

Diaya tersebut, akan berpengaruh terhadap permohonan pensertipikatan

anah khususnya permohonan pekerjaan pengukuran di tiap-tiap kantor

Dertanahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian di 3

;tiga) daerah, yaitu: Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan (Propinsi Jawa

Timur), dan Kabupaten Gunung Kidul (Propinsi Daerah Istimewa

Vogyakarta), dengan pertimbangan, ketiga daerah tersebut memiliki

karakteristik yang berbeda baik penggunaan tanah, kondisi wilayah,

maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Wilayah Kota Surabaya

sebagai kota terbesar nomor 2 (dua) setelah Kota Jakarta, mempunyai

fungsi dominan sebagai pusat bisnis perdagangan di wilayah Indonesia

bagian timur. Sebagian besar terdiri dari pemukiman/kampung yang padat



engan penggunaan tanahnya yang sebagian besar untuk industri

engolahan, yaitu sebesar 38,74% dari keseluruhan wilayah Kabupaten

'asuruan termasuk sebagai salah satu daerah industri terbesar di Jawa

"imur. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul dapat

likatakan sebagai daerah minus yang mayoritas penggunaan tanahnya

>erupa tanah pertanian tanah kering yang rawan air karena tiap tahunnya

tering dilanda kekeringan terutama di wilayah Gunung Kidul bagian

jelatan. Selanjutnya, dengan penelitian di ketiga daerah yang memiliki

;ondisi wilayah relatif berbeda, diharapkan akan didapatkan perbedaan

^ang signifikan dari dampak perubahan biaya pengukuran dan pemetaan

Didang tanah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan

udul "STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN

PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA

=>ERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 (Kasus di

Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan

Kabupaten Gunung Kidul)."

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana permohonan

pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan



'embatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membahas permasalahan tersebut

lengan membatasi sebagai berikut:

I. Jumlah permohonan pekerjaan pengukuran yang dibukukan dalam

Daftar Isian 302 pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten

Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul berkaitan dengan

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik atas

prakarsa/permintaan perseorangan.

I. Permohonan pekerjaan pengukuran dibatasi dari bulan Juli 2000

sampai bulan Desember 2004.

Fujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan jumlah permohonan pekerjaan

pengukuran sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2002 pada daerah yang memiliki karakteristik

berbeda.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan dan informasi di bidang pertanahan,

khususnya dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat

guna percepatan pendaftaran tanah.

b. Salah satu sumber referensi bagi para peneliti lain yang berminat



BAB VI

PENUTUP

kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembahasan dan analisis

ada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

erdapat penurunan yang terlihat mencolok antara jumlah permohonan

ekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan

emerintah Nomor 46 Tahun 2002, dengan urutan penurunan terbesar

Jalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, Kota

urabaya, dan selanjutnya Kabupaten Pasuruan.

a ran

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa perlu lebih ditingkatkan

imbali kegiatan pendaftaran tanah yang dapat meringankan beban

asyarakat guna percepatan pendaftaran tanah dan pengaturan lebih

njut mengenai batasan teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana

maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 61

rat 2, bahwa "Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau

3jabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau

luruh biaya, jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar
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Tiasyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu dibebaskan dari tarif

Delayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali".
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